PEMERINTAH PROVINS!| KALIMANTAN TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Willem A.S Nomor 03 Palangka Raya 73112
Telp. (0536) 3221177 - 3221792 - Fax. (0536) 3221644

%
Palangka Raya, 02 Juli 2026

Nomor : 500.12.12/23¢/Set. 1/Kesbangpol/|/2026

Sifat . Biasa
Lampiran . 1 (satu) Berkas
Hal . Permohonan Fasilitasi Uji Publik

Yth. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian
dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah

di -
Tempat

Berdasarkan hasil Rapat Rutin Tim PPID Pelaksana pada tanggal 17 Juni
Pembahasan SAQ pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan
Tengah bahwa terdapat beberapa data dukung yang dirasa perlu untuk dilakukan uji
publik khususnya urusan pemerintahan umum dan kepegawaian/ intermnal.

Berkenan dengan hal tersebut, dengan inl kami mohon untuk dapat difasilitasi
dalam hal pelaksanaan uji publik terkait data dukung SAQ pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun rencana kedatangan kami
menyesuaikan agenda darl pihak Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan
Statistik Provinsi Kalimantan Tengah selaku PPID utama.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan
terima kasih.
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LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No. Informasi Dasar Hukum Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Jangka Waktu
Pengecualian Publik Pengecualian
Informasi
Dibuka Ditutup
1. | Data Paskibraka Provinsi | 1, Perpres No 51 Mengakibatkan Agar menjamin | Tidak terbatas
Kalimantan Tengah Tahun 2022 eksploitasi personal | keselamatan
~ Peraturan Ka BPIP | terhadap fisik, psikologis,
No. 3 Tahun 2022 | anakiremaja, rawan | dan hak privasi
penipuan kelulusan | peserta didik
seleksi kepada wali | (anak di bawah
murid, serta umur) dari
ancaman privasi potensi
anak di bawah umur | kejahatan dan
eksploitasi
2. | 1. Rekapiltulasi Data . UU No 6 Tahun Dapat memicu Agar terciptanya | Tidak terbatas
Orang Asing 2011 konflik sosial, situasi yang
2. Informasi intelijen dari | 2. UU No 17 Tahun kebocoran strategi kondusif serta
mitra Intelijen 2011 tentang keamanan wilayah, | mencegah
Intehjen Negara terjadinya provokasi, | terjadinya
sabotase, serta gangguan
memberikan celah keamanan yang
mengganggu dapat
stabilitas daerah mengganggu
stabilitas
nasional dan
daerah




Data Pribadi Pegawai UU No. 27 Tahun Rawan Agar Tidak Terbatas
2002 (Perlindungan penyalahgunaan terwujudnya
Data Pribadi) data pribadi (alamat, | perlindungan
kontak, rekam terhadap hak-
medis) oleh oknum | hak pribadi
bidak bertanggung warga negara
jawab untuk tindakan | dan

kriminal digital, penyalahgunaa
penipuan, maupun n data pihak
phishing. ketiga serta
menghindan
pemanfaatan
data ilegal

Pit. Kepala Badan,

': ' MUHAMAD RUS’AN, S.Hut,, M.Si
el ‘Pémbma Tingkat |
NIP. 197309232003121005
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
OMUNIKAS!, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Ji. Tjilk Riwut Km. 3,5 No. 1BA Palangka Raya 73112

Laman www diskominfo kakeng.goid, Pes-el - diskominfo@kalleng.go.id

MENIMBANG

MENGINGAT

PFENETAPAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Nomor 12/DIK/PPID-KT/2026

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINS] KALIMANTAN TENGAH

3.

hahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses
olch setiap Pengguna Informasi Publik;

bahwa Informasi Publik vang Dikecualikan bersifat ketat
dan terbatas;

bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi
Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan
tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢ maka perlu
menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang
Dikecualikan.

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Talhun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Peraturan Pemerintah Nomor &1 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 2 Tahun 2026
tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di
Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daecrah dan
Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2026 Nomor 72,

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Standar Layanan Informasi Publik {Berita Negara Republik
Indonesgia Tahun 2021 Nomor 741];

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5
Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi
Kalimantan Tengah;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3

Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;



MEMPERHATIEAN

MENETAPKAN

KESATU

KEDUA

=2:|:|:

7. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun
2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur
Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungs: dan Tata
Kerja Perangkat Daerah;

B. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor
188.44 /96 /2025 tentang Tim Pengelola Layanan Informasi
dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah.

: Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 1/PK/PPID-KT /2026

Tahun 2026

MEMUTUSKAN :

¢ KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH.

: Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini

merupakan Informasi yang Dikecualikan.

: Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 11/PK/PPID-KT /2026

vang tercantum dalam Lampiran ini dan merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Palangka Raya
pada tanggal  : 16 Juli 2026

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Proving Kelimarian Tengah.

'.‘.Jr |-'-

» LETE> MRI' Eﬂ-HIp HlHi
Pembina Utama Muda
NIP. 19700629 200003 2 001



LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENS]

NOMOR 11/PE/PPID-KT/2026

Pada hari ini, Kamis tanggal Enam Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enem bertempat oi Aula Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan
Tengah schagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini ;

Informasi

Dasar Hukum Pengecualian
Informasi

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik

Dibuka

Ditutup

Jangka Walktu

Hasgil pengawasan  administratif
terhadap orang asing yang berada di
wilayah Provinsi Kalimantan Tengah
i Tuar tugas diplomatik).

#. Undang-Undang Nomor &
Tahun 2011 tentang

Eeimigrasian Pasal 68,

b. Peraturan Menter]
[Imigrasi dan
Pemasyarakatan Nomor 2
Tahun 2025 tentang
Pengawasan Keimigrasian
dan Tindakan Administratif
Keimigrastan Pasal 21.

Dapat mengungkap data
pribadi/privasi orang asing
yvang dilindungi,
mengganggu efektivitas
dan strategi pelaksanaan
tugas pemantavan serta
kewaspadaan dini terhadap
orang asing di daerah,
berpotensi menimbulkan
keresahan dan gangguan
ketertiban umum di
masvarakat.

Hak atas perlindungan
data pribadi orang
asing dapat terjaga,
kelancaran dan
efelktivitas pelaksanaan
fugas koordinas) serta
pomantauat orang
asing cleh pemerintah
daerah dapat
terselenggara dengan
baik, dan stabilitas
ketertiban umum tetap
terkendali.

Samp;irll'.rndang-Undang VAng
berkaitan tidak berlaku lag.

Bahan informasi intelijen vang
diperaleh sendiri, dari mitra
intelijen, danfatau pithak lam dalam
rangka penyelenggaraan fungsi
pemeliharaan ketenteraman,
ketertiban umum dan perlindungan

negara.

3. Data pribadi perseo

dan
kependudukan ASN dan/atau pihak
lainnya yang berkaitan dengan

pelaksanaan fungsi Badan Kesatuan

da. Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2011 tentang
Intelijen MNegara Fagal 25
dan Pasal 26.

b. Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi
Publik Pasal 17 Huruf ¢.

Dapat membahavakan
ketentraman, ketertiban
umum dan perlindungan
negara.

Agar terciptanya situasi
vang kondusif serta
mencegah 1terjadinya
ERnEruan keamanan
vang dapat
mengganggu stabilitas
nasional dan daerah.

= aﬁ]ndlng-l]'nhn[ Nomor 14

Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi
Publik Pasal 17 Huruf h.

Dapat mengungkap
rahasia pribadi seseorang.

Melindungi data
pribadi.

Sampai Undang-Undang yang
berkaitan tdak berlaku lagi.

Sampai Undang-Undang
vang berkaitan tidak
berlaku lagi.




Bangsa dan Paolitik Provinsi
Kalimantan Tengah:

o bl o B

10,

12,
13.
14,
15.
16.
17.
18.
19.

23,
24,
25.

27.
28.

MNomor KE;

MIK:

Jemis Kelaming

Tempat Lahar;

Tanggal/ bulan /tahun lahir;
Golongan Darah;
Apama/Kepercayaan;

Status Perkawinan;

Status hubungan dalam
keluarga;

Cacal Fisik dan/atau mental;
Pendidikan terakhir;

Jenis Pekerjaan;

NIK Thu kandung;

MNama Ibu kandung;

NIK Avah kandung:

Mama Ayah kandung;

Alamat sebelumnya;

Alamat sekarang;
Repemilikan akta

kelahiran /surat kenal lahir;
Nomor akia kelahiran /nomor
surat kenal lahir;
Repemilikan akta
perkawinan buku nikah;
Nomor akta perkawinan/ buku
nikah;

Tanggal perkawinan;
Kepemilikan akta perceraian;
Nomor akta perceraian/surat
Cefl;

Tanggal perceraian;

Sidik jari;

[ris mata;

Tanda tangan;

Elemen data lannya yang
merupakan aib scscorang,

b, Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun
2006 Tentang Administrasi
Kependudukan Pasal 58
Ayat (2).

¢, Undang-Undang Nomor 27

Tahun 2022 tentang
Pelindungan Data Pribadi.

Sampai dengan mendapat
persetujuan secara tertulis
dari vang bersangkutan.




Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana dizgebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

Nama

Jabatan

Unit Herja

ERWINDY, 5.5TP., M.5i.

Kepala Bidang Pengelolaan
Informasi Publik

Dinas Komimfosantik Prov. Kalteng

FENI CATRIANI UTAMI, SH

2. | BINTARNO, BH., M.H. Eepala Biro Biro Hukum Setda Prov. Kalteng
3. | DWI TANJUNG, SH Mﬁﬁnﬁdﬁgﬁlﬁuﬁ dan Biro Hukum Setda Prov. Kalteng
Penyusun Materi Hukum dan
4. | M. EGA SAPUTRA, SH Perundang-undangsn Biro Hukum Setds Prov. Kalteng
5. | JOCEYLYN K. NYANDEN, SH, MH Ak b AR Pertamg Biro Hukusm Setda Prov, Kalteng
6. | LAURA ANDALINA, 5.P., M.51 Pranata Humas Ahli Madya Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng
7. | ERAWATY, 8.E. Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng
8. | ROULI NOVIA VINOLIA SIMANJUNTAK, 5.E Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Kominfosantik Prov. Kalieng
Flt. Kasubbag Umum dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9. ND & 5.50
AR RO = Kepegawaian Prov. Kalteng
. i Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10. | FAJAR AMIANDARU RATIH, 5.50s Analis SDM Aparatur Muda Kalteng %/‘
11. | LERRY NOPRIYANTO, S.1.Kom Prenata Humas Akl Pertama Badan Kesaluan Banpgsa dan Politik M"
Prov. Kalteng
12. | LUSIANA, SH Analis Hukum Ahli Pertama Badan Kesataan Paogpe den Polik
Prov, Kalteng
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik "
Pit. Kabid Wasnas dan PK Prov. Kalteng




14. | SITI JUWARIYAH, 5. AP

Analis Kebijakan Ahli Pertama

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Prov. Kalteng

15, [ ALBY F. ZANGGA, 5 Kkom

Pranata Kompurter Ahli Pertama

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Prov. Kalteng

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.




DAFTAR HADIR

jlard / Tanggal | Habu, 15 Jul 2026
Tempsl

ALila Karddernng M Prow, Halter

C oty remuenn 5L e

_.——.'_ S
i _I_
|

|
- 28

§

= | I%EN Calriay Ul‘mm 51-r||i;‘!t"‘:"ﬂ':.EII Whﬂ._ﬁ \?"———H
. Friam A K] | 2-5 |
| ' II_C:\’" /‘}#rir-rah,'i-l-ﬂ ]|_ Pty e Prie By 'J?:d:?_‘——-—

F ] Kmp e Bale i'.r‘--.lll a’#‘
Y y Men | Ravake |

[ 0. | AR A \ B ot l\
- . -i.'FH'l'_rufl.::‘.'J H‘l*:"_::;:“\ L

o 'D_wt 'l.'nrw-l']'-u-l.lr.wJIH iei-.. paressiny |
I e

i el
e

s e e, P |

—— |
m it I SR
”'_M,iﬂp_ﬁa—ﬁ“ﬁn_jﬂ s _







Dokumentasi Penyusunan dan Penetapan Dafar Informasi Dikecualikan (DIK)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026

WO OMMAL) PO L TAND DOICTALIFAN
NADAM PYRLIK FROVINE KALMANTAN TTNEAN




